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TENTANG

PAJ.{K PEMAIiFAAT'AN AIR. BAWAI{ TANAH
DAN AIR PER}IUKAAN

DENGAN RAH}LAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

Menimbang :  a. bah*'a sumber alam baik air bau.'ah tanah maupun air per_
mukaan adalah merupakan potensi pendapatan daerah yang
sangat pent ing guna membiayai penyelenggaraan peme_
rintahan dan pembangunan;

bahu,a deugan telah diterbitkannva peraturan perundang_
undangan Perpajakan Daerah vang baru maka peraturan
Daerah tentang Pajak Daerah harus segera disesuaikan
mater inya:

bahu'a untuk melaksanakan penvesuaian mater i  tersebut
di  atas dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan

1 l a
r  t J

b .

c .



Mengingat

Peraturan Da,erah Kotamadva Daerah Tingkat Il Surakarta
tentang Pajak Pemanfaatan Air  Bar.vah Tanah dan Air
Permukaan:

:  1.  Undang-Undang Nomor l6 Tahun 1950 tentang pembenruk_
an Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan propinsi
Jau,a Timur. Jaw'a Tengah. Jarva Barat dan Daerah Istime-
wa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok
Pemerintahan Di Daerah ( Lernbaran Negara Tahun 19.14
Nomor 38, Tanrbahan Lembaran Negara Nomor 3037 );

3 .  Undang-Undang Nomor  8  Tahun 1981 ten tang Hukum
Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun l98l Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan pe_
nyelesaian Sengketa Pajak ( Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor .10. Tanibahan Lembaran Negara Norrror 36ga );

5 Undang-Undane Nomor 18 TahLrn 1997 tentarrg pajak Dae_
rair cJan Retribusi Daeraii ( Lernbaran Negara Tahun i997
Nomcr ,41 . Tanibahan Lernbaran Negara Nornor 36g j );

5.  Undang-Undang Nomor l9 Tahun 1997 tentang penagihan
Pajak dengan Surar Paksa ( Lembaran Negara Tairun 1997
Nomor .12. Tambahan Lembaran Negara Nomor 36g6 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang pajak
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42. Tam-
bahan Lembaran Negara Nomor 3686 );

8. Keputusan Menteri Daiam Negeri Nomor g4 Tahun 1993
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan peraturan Daerah
Perubahan;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 11,0 Tahun 1997
tentang Pedoman TataCara pemungutan pajak Daerah;

10. Keputusan Menter i  Dalam Negeri  Nomor l7l  Tahun 1997
tentang Prosedur Pengesahan peraturan Daerah tentans
Pajak dan Retribusi Daerah:
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11. Keptrtusatr \ ' lenter i  Dalanr NegeriNomollT3 Tahun 1997

t"niu'lg Tata Cara Pemeriksaatr di Bidang Pajak Daerah:

12' Peraturan Daerah Kotarnad'va Daerah Tingkat Ii Surakarta

) ' {otnor 3 Taltnn 1988 teniang Penl" idik Pegarvai Negeri

S i ;t i ; i L i '. ' gkun gun Pern eri ntah Kotamadl'a Daerah Tin gkat

l l  Surakarta'

Dengan persetujuan Deuatl Per"r'akilan Rakl'at Daerah Kotanradla Daerah

Tingkat l l  Surakarta'

M E M U T U S K A I i

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TING-

KAT II  SURAKARTA TENTANG PAJAK PEMANFAAT-

AN AIR BA\\'AH TANAH DAN AIR PERMUKAAN'

BAB I

KETENTUAN UNTUM

P a s a l  1 '

Da la t r lFera t i t ranDaer .ah in i l ' a r igd in raksuddengat r :

a' Daeralr adalah Kotarladl',a Daerah Tirrgkat ll Strrakarta:

b .Pemer i r r ta l rDaera l rada la l rPemer in tahKotarnady 'aDaerahT ingkat l lSura-
karta;

c , W a l i k o t a n r a d y a K e p a l a D a e r a l r a d a l a h W a l i k o t a m a d y a K e p a l a D a e r a h
Tingkat ll Surakarta:

d. Pejabat adalah pegarvai vang diben tlrgas tertentu dibidang perpajakan

daeralrsesuaidenganperaturanperundatrg-undangartyangberlaku;

e . A i r a d a l a l r S e m u a a i r y . a n g t e r d a p . a t d i d a l a m d a n a t a u b e r a s a l d a r i s u m b e r -
sumber air" bark yang terdapat diatas maupun yang terdapat dibawah per-

mukaan tanah, tidak termasuk yang terdapat dilaut;

f ,Sumbera i rada la l r tempat ,wada l ra i rba ik l ,angterdapatd ia tasr r ra r rpund i -
bawah Permukaatr tanan'

g. Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi' termasuk mata atr

vang muncut '"tu'u alamiah diatas permukaan tarrah:
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h. Air perrnukaan adalah air diatas permukaan bumi. tidak termasuk air laut;

i. Pernanfaatan air adalah pemanfaatan dan atau penggunaan air oleh para

pengarnbi l  air  untuk berbagai macam keperlLtan:

j Sumur Bor adalah slrmur 1,ang pembuatanllYa dilakukan dengan cara pem-

boran mekanis dengan menggunakan konstruksi pipa 5 cm atau lebih;

k. Izin pemboran air bau'ah tanalr adalah izin untuk melakukan pemboran air

bawah tanah:

L Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pajak air

yang didasarkan atas perizinan dan jurnlah pengambilan air;

rn. Surat Pernberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD ada-

lah Surat Pernberitahuan dari Wajib Pajak yang berisi besarnya jumlah Air

Barvah Tanah dan atau Air Permukaan yang diambil Wajib Pajak dalam

suatu masa Pajak;

n. Surat Setoran Pajak Daeralr 1'ang selaniutnya disingkat SSPD adaiali surat

1.'ang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penye-

torap pajak !apg terutalg ke Kas Daerah atau ke ternpat lain yapg ditetap-

kan oleh Walikotarnady.a Kepala Daerah:

o. Surat Ketetapatr Pajak Daerah .vang selanjutnl"a disingkat SKPD adalal t

surat ke putusan )-ang tnenentr-tkan besarnl a -ir-rrnlah pajak yang terutangl

p. Surat lietetapan Pajak Daerah Kttrans Ba1'ar 1''ang selarllutnva disingkat

SKpDKB adaiait surat kcputusan yal-rg nrenetrtltkatr besarn-v-a jurnlah pajak

yalg terutang. jumlah kre,Cit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok

pajak, besarnya sanksi adrninistrasi dan jumlah yang masih harus diba-var;

q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Ba1'ar Tambahan yang selanjutnya

disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan

atas jumlah pajak yang telah ditetapkan:

r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bavar )'ang selanjLrtnya disingkat SK-

PDLB adalah surat keputusan r-ang menentukan jumlah kelebihan pemba-
'yaran pajak karena jurnlah kredit lebih besar dari pajak yang terutang atau

tidak seharusnYa terutangl

s.  Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihi l  y 'ang selanjutnya disingkat SKPDN

adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak "vang 
terutang sama

besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada

kredit pajakt
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t . SLrrat Ketetapan Pajak Daerah lang selanjutny'a disingkat SKPD adalah

surat keputusan vang ntenelttlrkall besarnl'a jurnlah pajak yallg terutang;

Surat Tagihan Pajak Daerah 1'ang selanjutnva disingkat STPD adalah surat

untuk nrelakukan tagihan pajak atau sanksi adrninistrasi berupa bunga dan

atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Pemanfaatatr  air  barvah tanah dan air  permukaan di-

pungut pajak penranfaatan air barvah tanah darr air perrnukautl 6u126 Kota-

madva Daeral-r Tingkat II Surakarla.

Pasal 3

{ I ) ob1'ek Pajak Pernanfaatarl air bra* ali tauah dan air permtrkaan adalah :

a. Fengambilan air  S3"r 'ah tanah:

b. Pengambiian air  Permtlkaan

{2) pemil ik i  pengr:saha perusahaarr inciustr i  d:rn pentakai air  sebagairnana di-

rnaksud pac ia  a1 ,a t  ( i )  Pasa l  in i  Sane pe t raka ianuy 'a  ieb ih  /  me l  mpau i

batas 100 ni3 per btr lan rraj ib nrelaporkan pemakaiannya kepada Wali-

kotamadya KePala Daerah.

Pasal 4

DikecLralikan dari ob1'ek pajak pemanfaatan air barvah tanah dan air permu-

kaan :

a. Pengarnbi lan air  bawah tanah dau atau air  permukaan oleh Pemerintah

Pusat dan Pernerintah Daerah:

b. Pengarnbilan air permukaan oleh BUMN yang khusus didirikan untuk me-

nyelenggarakan usaha eksploi tasi  dan pernel iharaan pengairan serta me-

ngusahakan air dan sulnber-sumber air;

c. Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk kepentingau

pengairan pertanian rakYatl
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d. Pengambilan air  baw'ah tanah dan air  permukaan untuk keperluan dasar
rumah tangga.

Pasal 5

(l) SLrb.vek Pajak adalah orang pribadi atau badan vang mengambil dan atau
memanfaatkan air barvah tanah dan atau air pennukaan;

(2) Waj ib Pajak adalah orang pr ibadi atau badan -vang dirvaj ibkan untuk
melakukan pembay'aran pajak yang terutang.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAT.{
CARA PERT{ITUNGAI{ PAJAK

Pasal 6

(l) Dasar pengenaatl Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan air pemuka-
an adalah nilai peroleiran air:

(2) ).Jilai perolehan air sebagairrana dinaksuci pada a)'at (1) Pasal ini dinyata-
kan dalanr rupi:rh dihitung inenuilit sebegian ataii seluruh faktor-faktor :

a.  je l t is sunrber air :
b .  lokasr  s r i rnber  a i r ;
c. volume air yang dimanfaatkan;
d. kual i tas air :
e. Iuas areal tempat pemanfaatan air:
f. musim pemanfaatan air:
g. tingkat kerusakan lingkungan lang diakibatkan oleli pengambilan dan

atau pemanfaatan air.

(3) Cara menghitung nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pasal ini adalah mengalikan volume air yang diambil dan dapat dimanfaat-
kan dengan harga dasar air  yang di tetapkan dengan Surat Keputusan
Wal ikotamadya Kepala Daerah:

(4) Hasil perhitungan nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Surar Keputusan walikotamadya
Kepala Daerah.
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Pasal 7

( i) Tarip Pajak Pemanfaatan Air Bau'ah Tanah Dan Air Pennukaan :

a. Tarip air  bauah tanah sebesar 20oh:

b. Tarip air permukaan sebesar 209/0.

(2) Besan.va pa-lak terutang dihi tung dengan ntengal ikan tar i f  sebagaimana

diuraksyd ayat (1) Pasal in i  dengan dasar pen-eenaan pajak sebagaimana

dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah irr i .

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 8

Pajak pemanfaatan air  bawah tanah clan air  pel ' rnt 'kaan dipungut diwi layah

tem pat pen gambi lan air dilaktrkan.

BAB V

}IASA PAJAK, SA.4.T PAJAK TER.UTANC

DAN STJRAT PE}IBIRITAHUAN

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka rvaktu raug lamanl"a 1 ( satu ) bulan tak'uviti.

Pasal 10

Pajak ierutang dalam masa pajak ter jadi  pada saat pengarnbi lan air  barvah

tanah dan air Permukaatr.

Pasal 1l

( I ) Setiap rvaj ib pajak diu'ajibkan rnengisi SPTPD'

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud a1'at ( l )  Pasal in i ,  harus di is i  dengan jelas,

benar dan lengkap serta ditandatangani oleh rvajib pajak atau orang yang

diberi kuasa olehnYa.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksLrd pada ayat (1) harus disampaikan kepada
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Walikotamadya Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 ( lima beias ) hari

setelah berakhirrrl 'a rnasa pajak.

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Sr:rat Ke-

putusan Wal ikotarnadl'a Kepala Daerah.

BAB VI

TATA CARA PERHITLNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

(1) Berdasarkan SPTPD sebagai dimaksud dalam Pasal i0 ayat (1) Peratur-

an Daerah ini. Walikotamadl'a Kepala Daerah menetapkan pajak terutang

dengan menerbitkan SKPD:

(2) Apabila SKPD sebagaimana dirnaksud a1'at (1) Pasal ini tidak atau klrrang

dibayar setelah leu'at r.r'aktu paling larna 30 ( tiga puluh ) hari sejak SKPD

diter ima. dikenakan sanksi administrasi  berupa bunga sebesar 2oh (dua

persen ) setiap buiatt dan ciitagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 13

( l)  Wej ib i ' }ajak yang men-ibayar sendir i .  SPTPD sebagaiuiana dirnaksud da-

larn Pasal 1C ay'at (1) Peraturan Daeral'i rni digunakati untuk menghitung.

memperhitungkan dan tnenetapkau pajak sendiri , '*ang terutang;

(2) Dalarn jangka rvaktu :  (  l ima ) tahun sesudah saat terutangnya pajak.

Walikotamadya Kepala Daerah dapat tnenerbitkan :

A, SKPDKB:
b. SKPDKBT:
c. SKPDN

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini diterbit-
'  

kan apabi la:

a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang ter-

utang tidak atau kurang diba1"ar. dikenakan sanksi administrasi berupa

bunga sebesar 2oh (dua persen ) setiap bulan dihitung dari pajak yang

kLrrang atau terlambat dibayar untuk jangka rvaktu paling lama 24
( dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
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b . S P T P D t i d a k d i s a r n p a i k a n d a l a r n r v a k t l t l . a r r g d i t e n t u k a n d a n t e l a h d i -
tegur secara tertulis. dikenakan sanksi adrninistrasi berrrpa bunga sebe-

,i ZVr( dua persen ) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atat't

t e r l a m b a t d i b a l . a r u n t u k j a n g k a r v a k t u p a l i n g | a m a 2 4 ( d u a p u l u h e m -
pat ) bulan dilritLrng se.iak terutangn'"-a pajak'

c.  Kervaj ibatt  t let tgis i  SPTPD t idak dipenuhi '  pajak )  ang terutang dihi tung

sccara jabatan, lan dikenakan sauksi administrasi berupa kenaikan se-

b e s a r 2 5 % ( d t r a p u l u h l i l n a p e r s e n ) d a r i p o k o k p a j a k d i t a m b a h s a n k s i
a d n r i n i s t r a s i b e r u p a b L r n g a s e b e s a r 2 % ( d u a p e r s e n ) s e t i a p b u l a n d i -
l r i t u r r g d a r i p a j a k y a n g k u r a n g a t a u t e r l a l n b a t d i b a l ' a r u r r t u k j a n g k a
rvaktripaling lama 24 ( clua puluh empat ) bulan dihitung seiak terutang-

nYa Pajak.

( 4 ) S K P D K B T s e b a g a i m a n a d i m a k s u c l p a d a a } a t ( 2 ) l r u r L r f b P a s a l i n i d i t e r b i t -
kan apabila diternukan data barr: atatl data seurula belurn tertlngkap yang

nten..,-ebabkan penambahan jumlah pajak y'ang terutang' akan dikenakan

sarrksi  aclministrasi  berupa ienaikan sebesar 100% ( seratus persen ) dar i

j t r rn lah kekurattgat l  pajak tersebut '

( 5 ) S K P D N s e b a g a i m a i , a d i n r a k s u d p a c a a l ' a t ( 2 ) l r u r L r f c P a s a l i n i d i t e r b i t -
k a r r a p a b i l a j L r m l a h p a j a k l a n g t e r l l t a l l g s a n r a b e s a r n r a d e n g a n j t r r n l a l r
kredirpajak arau pa"iak ticiaf' rerutang rian tidak acia kredit pajak'

(6 )Apab i laker r ,a j i .ban tnemba-varpa jak : te r i r tangda larnSKPDKBdan jKPD-
KB-f sebaga[nana diniaksud pada a1'at (2) lir-rruf a dan b Pasai ini tidak

sepent, l ]nra dibay'ar dalam jangka waktu 1'ang telahditentukan, di tagihde-

ngu,1 ' .n"rbi tkan STPD ditanrbah detrgan sanksi administrasi  berupa

bunga 2o/o( dua persen ) setiap bulan'

(7) Perrarr ibahan jurrr lah Pajak } ,ang terutarrg sebaeainana dimaksud pada
t ' 

u.uot (4) tidak dikenakan apabila wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum

di laktrkan t  indakan pemeriksaan'

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

( l)  pernbayaran pajak di lakukan di  Kas Daerahatau tempat lain yang di-

tun juko t . t - ,wut i ro tamadr ,aKepa laDaera l rsesua iwaktu .vangd i te r r tukan
autu* SPTPD' SKPD, SKPDKB' SKPDKBT dan STPD'

L
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(2) Apabi)a pembayaran pajak dilakukan ditempat lain .v--ang ditunjuk. hasil

penerimaan pajak harr-rs disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya I x 24

jam atau dalam u'aktu yang ditentukan oleh Walikotamadl-a Kepala Dae-

rah.

(3) Pembay'aran pajak sebagairnana dimaksr-rd pada a1'at (1) dan ayat (2)

Pasal in i  di lakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 15

(1) Pernbayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Wal ikotamadya Kepala Daerah dapat mernberikan persetujuan kepada

Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu ter-

tentu. setelah memenuhi persvaratan yan-e ditentukan.

(3) Angsuran pembal,aran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal

ini .  l - rarus di lakukan secara teratur dau berlurut- turut dengan dikenakan

bunga sebesar 2on ( dua persel.l ) setiap bulan dari jumlah pajak yang be-

lum atau kurang dibayar.

(4) Wal ikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepacla

\\/ajib Pajak untuk menunda pembal'aran pajak sampai batas waktu yang

ditellukan setelah memenulir persyaratan ,vang ditentukan dengan dikena-

kan bLrnga sebesar 2o,h l dua persel ) setiap bulan dari jumlah pajak yang

belum atau kurang dibal'ar.

(5) Persy'aratan untuk dapat rnengangsur datt menunda pembayaran serta tata

cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagairnana dimaksud pada

ayar (2) dan a.vat (4) Pasal ini. ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali-

kotarnadl'a KePala Daerah.

Pasal 16

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal i4 Peratur-

an Daerah ini diberikan tanda bukti pemba.v-aran dan dicatat dalam buku

penerimaan.

(2) Bentuk. jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan

pajak sebagaimana dimaksud pada a1'at (1) Pasal ini, ditetapkan dengan

Surat Keputusan Walikotarnadya Kepala Daerah.
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BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

(l) Surat Teguran atau SLlrat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai

awal t indakan pelaksanaan penagihan pajak dikelgarkan 7 (  tujuh )  har i

sejak saat jatuh tempo pentbar aran.

(2) Dalarn jangka rvaktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal surat teguran atau

surat peringatan atau surat lain 1'ang sejenis. Wajib Pajak harus melunasi

pajak yang terutang.

(3) Surat Teguran, Surat Peringatall atatl surat lain Y'ang sejenis sebagaimana

dirnaksud pada ayat (1) Pasal in i  dikeluarkan oleh Pejabat yang berwe-
1 1 2 1 1 0

Pasal 18

( i )  Apab i la ju rn lahpa jak Ian-ernas ih i ra rL tsd ibay 'a r t idakd i lunas ida lamjangka
rvakru sebagaimana ditentukan daiam Surat Teguran atall Surat Peringatatt

atari sllrat laiir I 'aris sejei'is. jurnlah pajak 1.'ang iiarus dibayar drtagih Ce-

ngau Surat Paksa.

(2) Pejabat lang berrvenans ntenerbi tkan Surat Faksa segera setelal .  leu'at

2l ( dua puluh satu ) hari sejak tanggal Sr.rrat Teguran atau Surat Peringat-

an atau surat la in Yang sejenis.

Pasal 19

Apabi la pajak yang harLrs dibal,ar t idak di lunasi dalam jangka N,aktu 2 x 24

jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang berwenang se-

gera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 20

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajak-

nya, setelah lewat l0 ( sepuluh ) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah

Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang berrvenang mengajukan. pertnintaan

penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara'
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Pasal 2l

Kantor Lelang Negara menetapkan hari. tanggal. jam dan tempat pelaksana-
an lelang. Juru Sita memberi tahukan dengalt  segera secara tertul is kepada
Waiib Paiak.

Pasal 22

Bentuk, jenis dan isi fonnulir -rang dipergunakan untuk pelaksanaan penagih-

an.pajak daerah ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala
Daerah.

BAB IX

PENGURANGAN. KERINGAI{AN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 23

( l)  Wal ikotamaciya Kepala Daerah berdasarkan perniohonan Wajib Pajak
dapat rnemberikan pengurangan. keringanart dan pembebasan pajak.

12) Tata cara pemberian penguranean. keringanan dan pembebasan pajak se-
bagai inana dirnaksud pada ay'at ( l )  Pasal in i .  di tetapkan dengan Surat
Keputusan WalikotamaCy'a Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEIUBETULANI, PEMBATALAN,
PE]\GIJRANGAN I(ETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU

PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 2'1

( l )  Wal ikotamadya Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan
Wajib Pajak dapat :

a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang
dalam penerbitann.va terdapat kesalahan tulis. kesalahan hitung. dan
atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan per-
pajakan daerah;
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(2)

b. mernbatalkan atau rnengr.rrangkan ketetapan pa.jak ;;ang tidak benar;
c. ulengurangkan atau ntenghapus sanksi adrninistrasi berupa bunga, den-

da dan kenaikan pajak yan-e tefutang dalarn hal sanksi tersebut dikena-
kan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Perrnohonan pembetulan. pernbatalan. pellgurangan ketetapan dan peng-
hapusan atau pengurangan sanksi administrasi  atas SKPD, SKPDKB.
SKPDKBT dan STPD sebaga imana d imaksud pada ayar  ( l )  harus
disampaikan secara tertul is oleh Waj ib Pajak kepada Walikotamadya
Kepala Daerah, atau Pejabat yang.berrvenang selambat- lambatnya 30
( t iga puluh ) har i  sejak tanggal di ter ima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT
atau STPD dengan mernberikan alasan 1,ang jelas.

Wal ikotamadva Kepala Daerah atau Pejabar yang berwenang pal ing
lambat 3 (  t iga )  bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud
padaayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.

Apabila setelah lervat uaktu 3 ( tiga ) bulan sebagaimana dirnaksud pada
ayat (3) Pasal ini. Walikotarnadl.a Kepala Daerah atau Pejabat y,ang ber-
wenang tidak rnernberikan keprrrusan, permohonan pembeiulan. pembatal-
an, pengurangan ketetapan cian penghaousan atali perigurangan sanksi
administrasi dianggap dixabuikaii.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

Wajib Pajak dapat mengajukan keberaran hanya kepada Walikotamadya
Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang atas suatu :

a. SKPD;
b. SKPDKB;
c. SKPDKBT;
d. SKPDLB;
e. SKPDN:

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal in i
harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling larna 3
( t iga )  bulan sejak tanggal SKPD. SKPDKB. SKPDKBT, SKPDLB dan

|  1 l

(4)

( 1 )

(2)
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(3)

(4)

SKPDN ' i i ter ima oieh waj ib Pajak. kecuai i  apabira waj ib pajak dapat
menunjukkan bahrva jangka w'aktu itu tidak dapat dipenuhi karena keada-
an diluar kekuasaannya.

walikotamadya Kepaia Daerah atau Pejabat ),ang berrvenang dalam jang-
ka r.r'aktu paling lama 12 ( dua belas ) bulan sejak tanggal surat permohon-
an keberatan sebagaimana dimaksud pada a,vat (2) pasal ini diterima, su-
dah memberikan keputusan.

Apabila setelah lewat waktu i 2 ( dua beras ) bulan sebagairnana dimaksud
pada ayat (3) Pasal ini, walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang
berwenang, tidak memberikan keputusan permohonan keberatan dianggap
dikabulkan.

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pasal ini tidak
menunda kewaj iban merabayar pajak.

Pasal 26

(1) wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan penyelesaian Seng-
keta Pajak dalam jangka waktu -3 ( tiga ) bulan setelah diterimanva ke-
putusan keberaian.

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksuc pada avat (l) pasal ini ticlak
menunda kervajiban membayar pajak

Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 peratur_
an Daerah ini atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 peraturan
Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya. kelebihan pembayaran pajak
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2yo (duapersen ) setiap
bulan untuk paling lama24 ( ciua puluh empat ) bulan.

BAB XII

PENGBMBALIAN KELBBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

(1) waj ib Pajak dapar mengajukan permohonar pengembal ian kelebihan
pembayaran pajak kepada walikotamadya Kepala Daerah atau peiabat
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ya,ng ber$'enang see ara tertulis dengan men,r,'ebutkan sekurang-kurangnya :
a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
b. Masa Pajak:
c. Besarnya kelebihan petnbayaran pajak;
d. Alasan yang jelas.

(2) Wal ikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang dalam
jangka waktu paling lama 12 ( dua belas ) bulan sejak diterimanya permo-
honan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat ( l) Pasal ini harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
dilampaui, Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang
tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pem-
bayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam
waktu paling lama 1 ( satu ) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan penrba-
yaran pajak sebagaimana dimaksud pada a1'at (2) langsung diperhitungkan
untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(5) Pengembalian keiebihan pembal,aran pajak dilakukan dalam rvaktu paling
lama 2 ( dua ) bulan sejak eliterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan
Surat Perintah N'fernba-v-ar Kelebihan Pa-iak ( SPMKP ).

(6) Apabi la pengernbal ian kelebihan pernba-varan pajak di lakukan sctelah
lervat waktu 2 t dua ) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. Walikotarnadya
Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang memberikan imbalan bunga
sebesar 2% ( dua persen ) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan pajak.

Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lain-
nya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah ini,
pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah

bukuanjuga berlaku sebagai bukti pembayaran.
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BAB XIII

K E D A L U W A R S A

Pasal 30

(l) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui
jangka waktu 5 ( lima ) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, ke-
cuali apabila w'ajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan' 
Daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ter-
tangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau :
b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun

tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 3l

(1) Wajib Pajak 1'ang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi  dengan t idak benar atau i idak lengkap arau melampirkan kete-
rangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat di-
pidana dengan pidana kurungan paling lama I ( satu ) tahun dan atau den-
da paling banyak 2 ( dua ) kalijumlah pajak yang terutang.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau me-
ngisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan
yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana de-
ngan pidana penjara paling lama 2 ( dua ) tahun dan atau denda paling ba-
nyak 4 ( empat ) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 32

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Peraturan Daerah ini ti-
dak dituntut setelah melampauijangka waktu i0 ( sepuluh ) tahun sejak saat
terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.
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( l )

{2)

BAB XV

P E N Y I D I K A N

Pasal 33

Pejabat Pegau,ai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah di-
beri wewe.nang khusus sebagai Penvidik untuk melakukan penyidikan tin-
dak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Un-
dang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam melaksanakan tugas penvidikan, para penyidik sebagaimana dimak-
sud ayat (l) Pasal ini benvenang :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan. dan meneliti keterangan aiau la-
poran berkenaan dengan tindak pid4na di bidang perpajakan daerah
agar keterangan laporan tersebut menjadi lengkap danjelas;

b. Meneliti. mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pri-
badi atau badan tenrang keberaran perbuatan yang dilakukan sehubung-
an dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut:

c. IVeminia keterangan .Can bahair bukti dari orang pribadi atau baCan se-
hubungan clengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

d. Merneriksa buku-buku, catatan-catatau dan dokumen-dokumer lain
berkenaan dengan rindak pidana di bidang perpa.jakan daerah:

e. Melakukan penggeiedahan untuk rnendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokuinen-dokumen lain. serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut:

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyi-
dikan tindak pidana di bidang perpajakan dderah;

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa iden-
titas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada
huruf el

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan
daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi:
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|lenghentikan pen;,'idikan I
Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tin-
dak pidana dibidang perpajakan daerah menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan
dimulainya penyidikan dan men,vampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-un-
dang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X\T

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalarn Peraturan Daerah ini, sepanjang me-
ngenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supala setiap orang dapat mengetahuin.va. inemerintahkan pengundang-
an Peraturan Daerah ini dengan penempatannva dalam l,embaran Daerah Ko-
tamadya Daerah ringkat I[ Surakarta 

Ditetapkan di Surakarta
Padatanggal 5 Maret 1998
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II.

PENJELASAN

ATAS
PERATURAI{ DAERAH KOTAMADYA DAERAH TNGKAT II

SURAKARTA

NOMOR 5 TAHTIN 1998

TENTANG

PAJAI( PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAII
DAN AIR PERMUKAAN

PENJXLASAN UMUM

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor l8 Ta-
hun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, maka di Kotama-
dya Daerah Tingkat Il Surakarta ditetapkan Peraturan Daerah Pajak Pe-
manfaatan Air Barvah Tanah dan Air Permukaan.

Dengan berlakuny.'a beberapa peraturan perundang-uncangan terse-
but, rnaka diharapkan dapat nieningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerair
serta mendukung perkembangan Otorromi Daerah yang nyata dan bertang-
gung jau,ab, sehingga diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisien-
si pungutan Pajak Daerah serta meuingkatnva rnutu dan jenis pelayanan
kepada masy'arakat.

Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengecualian dari
obyek pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, dimana salah satu
pengecualian tersebut tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan
peraturan perundang-undan gan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I s/d 35 : Cukupjelas.
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